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Abstract: There are three elements in political science that relate each other. They are
power, interest, and competition. Islamic political parties and political parties that have
Islamic mass cannot get out of the interest to get the power by competing with the same
Islamic parties and non Islamic parties. The competition to get power is sometimes
done though various means and strategies. One of them is by not holding the ideology
rigorously. The ideology is just used as an ornament to attract mass and it is sometimes
thrown away just to get power. The Islamic political parties and non Islamic parties can
do cooperatively to get power such as to reach the mayor, governor and president posi-
tion that is based on the same interest. Otherwise among Islamic parties cannot do
cooperatively because they do not have the same interest.

This article analyzes the recent trends in Islamic political parties that initially hold Is-
lamic ideology tightly but in the end they think pragmatically to get power. The case in
General Election 2009 is the example. Islamic political parties supported the president
candidate from Democrat Party in the hope that they got minister and strategic posi-
tions in the executives. The Islamic parties did not have spirits to unite to nominate a
president from the internal parties though they had the requirements to nominate their
own candidate. It is clear that there is displacement from ideological parties to prag-
matic ones.
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Abstrak: Dalam llmu politik ada tiga unsur yang saling terkait, yakni power
(kekuasaan), interest (kepentingan), dan competetion (persaingan). Partai-partai Islam
dan partai yang berbasisi massa Islam tidak lepas dari kepentingan untuk meraih
kekuasaan dengan cara bersaing dengan sesama partai Islam sendiri dan dengan partai
non Islam. Persaingan untuk meraih kekuasaan kadang ditempuh dengan cara
melakukan segala cara dan strategi, salah satunya tidak memegang teguh ideologi
secara kaku. Ideologi dibutuhkan sebagai daya tarik untuk menarik massa, hamun
kadang ditinggalkan hanya karena kepentingan untuk meraih power. Partai Islam dapat
bekerjasama dengan partai non-Islam dalam merebut kekuasaan, misalnya kursi bupati/
walikota, gubernur, dan presiden didasarkan pada kepentingan yang sama. Sebaliknya
partai Islam tidak dapat bekerjasama dengan sesama partai Islam dikarenakan tidak
memiliki kepentingan yang sama.

Artikel ini menganalisis kecenderungan partai Islam Indonesia yang semula memegang
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ideologi Islam begitu kuat, akhirnya berpikir pragmatis untuk memperoleh kekuasaan.
Kasus pemilihan umum tahun 2009 partai-partai Islam rame-rame mendukung calon
presiden yang diusung oleh Partai Demokrat, dengan harapan memperoleh kursi menteri
dan jabatan-jabatan strategis di lembaga eksekutif. Partai Islam tidak memiliki semangat
persatuan untuk mengusung calon presiden dari kalangan internal sendiri, padahal
memenuhi syarat untuk mengajukan calon sendiri. Jelaslah ada pergeseran dari partai

ideologis ke partai pragmatis.

Kata kunci: Partai Islam, ideologis, pragmatis.

PENDAHULUAN

Adapertanyaan klasik yang mendasar,
tetapi tetap aktul sampal saat ini, yaitu mengapa
umat Idam yang jumlahnyabanyak ini (88,22
%), terbesar di dunia, tidak dapat memainkan
peran dominan dalam wilayah politik? Bahkan
sering hanyamenjadi pengusung dan pendukung
kekuatan politik non-I1slam. Percaturan elit
politik menjelang pemilu 2009 yang lalu
misalnya, kekuatan partai 1lam memberikan
dukungan kepada calon presiden Susilo
Bambang Yudhoyono yang berpasangan
dengan Boediono. Hal ini berbeda dengan
pemilu 2004, banyak bermunculan politik santri
yang berebut kursi presiden, misalnyaAmien
Rais, Hamzah Haz, Hasyim Muzadi, dan
Shalahuddin Wahid, bahkan Abdurrahman
Wahid juga ikut—namun tidak lulus uji
persyaratan— wal aupun kesemuanyahanya
“gigit jari” karena tidak ada satupun yang
memenangkan pertarungan keRI 1 danRI 2.
Kalau pemilu 2004 ada pertarungan politik
santri dan politik abangan, yang dimenangkan
oleh palitik abangan, pemilu 2009 hanyapolitik
abangan yang bermain, M egawati-Prabowo
(jawerjawa; dpil-militer), Yusuf Kala—Wiranto
(luar jawa-jawa; sipil-militer) dan SBY-
Boediono (jawa-jawa; militer-sipil).! Partai
Keadilan Segjahtera (PKS), Partai Amanat
Nasiona (PAN), Partai Kebangkitan Bangssa
(PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) ditambah beberapaparta Idamlainnya,
misalnyaPartai Bintang Bulan (PBB), Partai

Bintang Reformasi (PBR) dan Partai
Kebangkitan Nasional Umat (PKNU) yang
kalau dihitung telah memenuhi syarat untuk
mengusung capres-cawapres sendiri, ternyata
tidak adakeberanian untuk menjadi kekuatan
dternatif yang mengusung politik santri sendiri.
Jangankan mengusung capres-cawapres
sendiri, menjadi kekuatan oposisi sgjatidak
berani, padaha menjadi oposis jugasamabaik-
nya dengan yang tidak oposisi. Kekuatan
oposisi itu penting dalam kehidupan politik,
karenamenjadi penyeimbang pemerintah di
dalam mengendalikan roda pemerintahan.
Daripadapendukung kekuatan palitik lain, yang
belum jelas memberikan kontribusi terhadap
perkembangan Islam. Kekuatan oposisi
merupakan posis mulia, karenadapat dengan
| el uasamel akukan dakwah amar makruf nahi
mungkar. Apalagi PKS—dulu Partai Ke-
adilan—pernah menyatakan sebagai partai
dakwah, semestinyamenjadi pelopor untuk
mel akukan dakwah di luar sistem pemerintah.
Namun hal ini tidak ditemukan semangat
dakwah, maunyamendapatkan bagian “ kue’.
Padahal kalau peran ini dimainkan bersama
partai-partal Idamdan partal yang memiliki basis
massaldam, sungguh amat cantik dalam ber-
politik, disamping mempersiapkan diri, me-
lakukan konsolidas, koordinas yang matang
untuk limatahun kedepan.

KEKALAHAN DALAM PEMILU
Segjak pemilu pertama (1955) sampai
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pemilu 2009 politik Idamyang dipresentasikan
oleh partai Islam? tidak pernah absen dari
keterlibatnnyadalam membangun demokrasi
leweat pemilihanumum (pemilu). Terhitung sgak
Indonesia merdeka sampai orde reformasi
sekarang ini, telah diselenggarakan pemilu
sebanyak 10kali, 1 kali padamasaordelama
(1955), 6 kali pada masa orde baru (1971,
1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997), dan 3kali
pada masa orde reformasi (1999, 2004 dan
2009). Pemilu yang terakhir ini (2009)
merupakan pemilihan umum untuk memilih
anggotalegidatif (Dewan Perwakilan Rakyat—
DPR—dan Dewan Perwakilan Daerah—
DPD) telah serentak disdlenggarakandi sdluruh
daerah di Indonesia, padahari kamistangga 9
April 2009, kecuali beberapadaerah tertentu
pemilu disel enggarakan setelah hari kamis.®
Penundaanini disebabkan (1) cucacayang tidak
mendukung; (2) tertukarnyasurat suaraantar
daerah pemilihan; dan (3) kesalahan
administiras. Waaupun pemiluteah selesal di-
laksanakan bukan berarti tidak meninggalkan
masalah, ada beberapa kelompok telah me-
ngambil sikap yang tegastentang pel aksanaan
pemilu, dan kalau dipetakan dapat di-
kelompokkan dalam 3 kelompok. Pertama,
kelompok Wiranto, yang menyatakan bahwa
pemilu 2009 merupakan pemilu yang terjelek
sepanjang sgarah Indonesia, karenadidasarkan
pada data banyaknya warga negara yang
memiliki hak pilihtidak dapat memilihatiaumeng-
gunakan haknya, disebabkan tidak ter-daftar
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kedua,
kelompok Susilo Bambang Yudhoyono,
menyatakan bahwapemiluteahberjdan dengan
baik, tidak adakendalayang berarti, kalupun
adatelah diselesaikan dengan sebaik-baiknya,
bahkan kalau tidak puas dan menemukan
kegjanggdan, diperslahkan disdesaikanmeldui
jalur hukum; dan ketiga, kelompok golongan
putih (golput) yang dimotori oleh sebagian
mahad Swa, menyatakantidak mengikuti pemilu

karenapemilutidak dapat merubah Indonesia
menjadi lebih maju. Pemilu hanya
mempertahankan status quo sgja.

Apapun pendapat mereka, pemilu
sebagal salah satu perwujudan dari demokrasi
telah terlaksana dan merekamenerimahasil
pemilu. Dari pemilukepemilutdahdiikuti oleh
berbagal partai politik denganideologi yang
berbeda-beda, dan cenderung menunjukkan
peningkatan di setiap pemilunya. Hal ini bisa
jadi menunjukkan begitu antusiasnya
masyarakat di daammengikuti pestademokras
setiap limatahun sekali. Tabel di bawah ini
menggambarkan jumlah partai politik peserta
pemilu;

Tabel 1
Jumlah Partai Pesarta Pemilu 1955-2009

Sumber: Diolahdari Komig Pemilihan Umum

Menyimak tabel di atas, jumlah partai
politik Islam yang ikut pemilu teryata cukup
banyak. Tahun 1955 masih ada kebebasan
untuk menyantumkan ideologi partai ber-
dasarkan agama, makajumlah partai politik
yang berideologi Islam ada 6 partai dari 28
partai. Namun jumlah suara yang diperoleh
belum dapat mengalahkan partal nasiondisdan
komunis. Pemilu yang pertama kali di-
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selenggarakan setelah Indonesiamerdekaini
menjadi menarik karena sebagai eksperimen
demokrasi* dan peluang bagi umat Islam.
Eksperimen demokrasi®, begitu tepat dikatakan,
karenabaru pertamakali mengadakan pemilu
secaranasiond, dan daam pemilu memberikan
kebebasan kepada rakyat untuk memilih,
memberikan kedaulatan untuk menentukan
nasib bangsanyasendiri. Dikatakan peluang
bagi umat |dam, karenaadaharapan dapat me-
menangkan pemilu, sebab apabilaumat Idam
menang dalam pemilu, makakeinginan untuk
memasukkan lagi Piagam Jakarta ke dalam
kongtitus terbukaluas. Kondtitus membutuhkan
dukungan suaraduapertigaanggotauntuk dapat
menggol kan suatu keputusan. Apabilajumlah
suaraitu terpenuhi, makasecarapolitis umat
Islam menang, sehinhgga dapat membawa
bangsaini sesual dengan syareat I1dam, bahkan
dengan mudah untuk merubah dasar negara,
dari Pancasilake Islam. Harapan ini tinggal
harapan semata, kenyataannya bicara lain.
Partai-partai Idamtidak memenangkan pemilu,
bahkan kalau suara dari partai Islam itu
dikumpulkantidak sampai 50 %. Berawal dari
pemilu pertamainilah, umat Islam teruster-
pinggirkan dalam kancah perpolitikan nasond,
tidak menjadi “tuan di rumah sendiri”, tetapi
menjadi “tetanggajauh” yangterusdiawas dan
diwaspadai gerak geriknya.

Padatahun 1971 jumlah partai politik
yang berideologi |slam ada 4 partai dari 10
partai pesertapemilu. Nasibnyatidak |ebih baik
dari pemilu 1955, karenakal au dijadikan satu
jumlah suaranyahanyamendapatkan 27,2 %.°
Ada salah satu partai yang ditengarai me-
rupakan wajah baru dari Masyumi, yakni
Parmusi, tetapi partai ini dalam kendali
pemerintah, sehinggatidak dapat diharapkan
untuk membawadan memperjuangkan aspirad
politik umat Idam. Kudetayang dilakukan oleh
John Naro danImranKadir ataskepemimpinan
Jarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun

sebagai ketua dan sekretaris Parmusi, yang
mendapatkan dukungan penuh dari ABRI,
merupakan bukti sgjarah yang sulit dibantah.
Naro-Imran tidak lamamemimpin Parmusi,
karena turun SK Presiden No.77/1970
mengangkat M S Mintaredja dan Sulastomo
sebagai ketua dan sekretaris partai. Karena
diangkat oleh pemerintah, makaduet pimpinan
ini akan selalu sgjalan dengan gariskebijakan
pemerintah, dan ada usaha untuk selalu me-
nyenangkan pemerintah. Kebijakan partal yang
menyatakan “ kemenangan Golkar adalah ke-
menangan Parmusi” ’ adal ah kebijakan yang
sangat kontroversial di tengah-tengah umat
Islam. Melihat kebijakan ini, makawajarlah
kalau Parmusi dalam pemilu 1971 hanya
mendapatkan suara 7,4 %.
Pesertapemilumula tahun 1977 sampai
dengan 1997, hanyadiikuti oleh 3 parpal, yakni
Golkar, PPPdan PDI. Ketigapartai ini yang
berideologi Islam hanyalah PPP, yang
merupakan hasi| fusi dari Parmusi, NU, PSl|
dan Perti pada tahun 1973. Fusi atau pe-
nyederhanaan parta ke dalam kelompok
sekuler, spiritual dan kekaryaan memiliki dua
tujuan, yakni (1) untuk jangkapendek, dalam
rangka mempertahankan stabilitas naasional
dan kelancaran pembangunan dalam meng-
hadapi pemilu; dan (2) untuk jangka panjang,
bahwa penyederhanaan partai ini telah sesuai
dengan ketetapan MPRS No. XXII/MPRY
1966.8 Sedangkan menurut Machrus Irsyam,
bahwa penyederhanaan partai padamasaOrde
Baru di bawah kepemimpinan Soeharto,
memiliki tiga tujuan, adalah (1) pergantian
lembagapolitik lamakelembagapolitik baru;
(2) pembatasan yang jelasperanlembagapoalitik
dan non-poalitik, dan (3) perubahan nilai-nilai
lamadengannila-nila baru.’ Bambang Pranowo
menyatakan bahwa tujuan penyederhanaan
parta adaah (1) agar mempermudah kampanye
pemilu; dan (2) mempermudah sistem
administrag, seperti penyusunanfraks di DPR,
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bukan untuk melenyapkan partai-partai itu
sendiri.’® A papun tujuan penyederhaanini, yang
jelassemuaitutidak lepasdari sistem politik
orde baru yakni pembangunan dalam bidang
ekonomi dan menciptakan stabilitas politik.
Ekonomi akan berjalan dengan baik, pemodal
asing akan senang menanamkan sahamnyadi
Indonesiakalau adastabilitas politik. Ukuran
stabilitas politik adal ah tidak adagejolak dan
demonstrasi, pertentangan ideol ogi, dengan
bahasalain, terjamin keamannya.

Rupanya pemerintah Orde Baru belum
puas kalau hanya menyederhanakan jumlah
parta menjadi 3 partal sga, karenaketigaparta
itu memiliki ideologi yang berbeda, padahal
ideologi memiliki res stens menimbulkankonflik.
Kaaukonflik horizontal terjadi, makapertanda
stabilitaspolitik terganggu. Dengan dasar itulah,
semuapartai politik harussatuideologi, yakni
Pancasila. Kehendak pemerintahini tidak ada
yang berani melawan, bahkan Nahdhatul Ulama
(NU) sekalipun, menerimapancasilasebagai
ideologi organisas sebelum menjadi undang-
undang negarayang tertuang ddam UU No.8/
1985. Nahdhatul Ulamadalam muktamarnya
di Situbondo tahun 1984, yang kemudian di-
kend dengan NU kembali kekhittah.1926, me-
nerima pancasila sebagai asas tunggal, dan
menyatakan NU tidak berpolitik praktis,
sehinggadengan resmi keluar dari PPP. Partai-
partai di Orde Baru tidak ubahnya “sistem
kepartaian setengah parta” begitu Deliar Noer
menyebutnya.’? Bagaimanatidak? kal au PPP
dan PDI hanyasebagai organisas sosid politik
pelengkap dan pemanis dari keberadaan
Golkar, yang ditempatkan sebagai singel ma-
jority. Sdainitujugaagar kelihatan demokras
berjalan dengan baik, karena ada beberapa
partai politik, padahal sesungguhnya hanya
demokrasi semu.** UU N0.8/1985 jelas-jelas
mengekang kebebasan partai politik dalam
menganut ideologi, padahal perubahan asas
membawa perubahan dalam kinerjadan daya

tarik umat Idam. Semuapartal sudahtidak ada
perbedaan yang prinsipial, karenasemuanya
berazaskan Pancasila. Duapartai politik (PPP
dan PDI) kesulitan menarik massa, dan sudah
tidak adalagi yang dijua kepadarakyat, maka
logidah keduapartai ini kalah sebelum pemilu.
L arangan mengkritik pemerintah dan semua
kebijakannya, dilarang berbicara tentang
Pancasi|adaam setiap kampanye, bakan tidak
jarang juru kampanye harus diturunkan dari
mimbar oleh pihak kepolisian, karenadianggap
mengkritik pemerintah. Kebebasan berbicara
betul-betul dibelenggu, padaha yang bicaraitu
memiliki data dan fakta yang akurat, dapat
dipertanggungjawabkan di depan publik. Begitu
juga kebebasan akademik juga dibelenggu,
hasi|-hasil pendlitian yang mengkritik kebijakan
politik Orde Baru dan menyinggung bisnis
kel uarga Cendana, akan berhadapan dengan
penegah hukum, dan hasi| pendlitiannyatidak
boleh beredar, kal au sudah dalam bentuk buku,
K g aksaan Agung mengeluarkan larangan, dan
harusditarik dari peredaran.

Kekalahan partai-partai politik Islam
sejak 1955 sampai dengan 1997 kalau
dipetakan adaduafaktor, yakni faktor internal
umat 1slam dan faktor eksternal. Pertama,
faktor interna umat Idam sebaga penyebabke-
kalahan dalam pemilu sehinggatidak dapat
berkuasa, karena (1) teologis, sebagian me-
ngatakan bahwa politik itu kotor, sedangkan
Islamitu bersih, yang kotor dan bersih tidak
dapat disatukan, sehinggakeduawilayahini
harus di pi sahkan, makawal aupun beragama
Idamtidak memilih partai yang beridentitas|s-
lam; (2) sosologis, umat Idammayoritasmash
beradapadagaris*“abangan”, miskin, bodoh
dan terbel akang, sehinggamudah sekai untuk
dipengaruhi untuk memilih partai non-l1dam; (3)
politis, diterapkan kebijakan massa me-
ngambang—floating mass—, tidak diperboleh-
kan parta non-Golkar untuk mengadakan
pembinaan sampai ketingkat desa, sehingga
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yang mereka pahami hanya Golkar sgja; (4)
psikologis, yakni diciptakan rasa takut di
masyarakat kalau tidak mendukung partai
pemerintah, PNS (Pegawai Negeri Sipil),
Birokrat dari pusat sampai desa dan ABRI
menjadi ujung tombak untuk menciptakanrasa
takut di tengah-tengah masyarkat. Kalau ada
keluargadari PNS mengikuti kampanye PPP
atau PDI, maka PNS tersebut dipanggil
atasanyauntuk diinterogas dan ditakut-takuti.
Belenggu psikol ogisbegitu mencekam selama
limakali pemilu, dan umat Islam tidak dapat
berkutik apa-apamenghadapi sistem politik,
maka kekalahan demi kekalahan menjadi
bagian dari kehidupan berpolitik umat. Selain
itu dapat juga dijelaskan bahwa kekalahan
politik Islamitu disebabkan (1) partai-partai
Islam yang mengusung ideol ogi agamatidak
dapat menjabarkan dalam bentuk program
partal yang dapat dilaksanakan secarakongkrit,
sehinggaumat akan tertarik dengan program
itu; (2) konflik internal partai yang meng-
habiskan energi dan pemikiran, sehinggatidak
fokuspadakegiatan menyeg ahterakan umat; (3)
kesenjangan antaratataran normatif-teologis
garandam dengan perilaku yang ditampilkan
olehdit politik dan partai 1dam; (4) dit politik
tidak mampu melihat perubahan masyarakat
yang begitu cepat, ada perubahan orientasi
berpikir rakyat dari polaberpikir tahun 1950
dengan polaberpikir tahun 2000-an.

Kedua, faktor eksternal, yakni adanya
perubahan sistem politik dari ordeBarukeorde
Reformas, sehinggaadakeinginanuntuk meraih
kemenangan bagi partai politik Islam di-
harapkan muncul setelah Soeharto lengser
dengan dikuburnyasisitem politik OrdeBaru,
dan munculnya sistem demokras yang se-
sungguhnya. Kran kebebasan telah dibuka, dlit
politik ramai-ramai untuk mendirikan partai
politik, tidak kecudi €it mudimdan ormasls-
lam jugaadayang tergiur. Pesertapemilu tahun
1999 sampai dengan 2009, bermunculanlah

partai-partai bagaikan jamur di musim hujan,
bahkan jumlah partai Indonesiaterbanyak di
dunia.®®> Semuapartai politik kalau dipetakan
dari aspek keberadaanya ada 3 kelompok,
yakni (1) partai lama, misalnyaGolkar, PPPdan
PDI; (2) partai lama dengan wajah baru,
misalnyaMasyumi Baru, Partal Syarikat Idam;
(3) partal pecahan dari partal lama, misalnya
Partai Bintang Reformasi (PBR), PDI Per-
juangan; dan (4) partai baru, misalnyaPartai
Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat
Nasional (PAN), dan Partai Matahari Bangsa
(PMB).

Di bawah ini tabel yang menjelaskan
fragmentasi partai-partrai yang merupakan
pecahandari partal yang hidup padaordeBaru,
yakni Golkar, PPP dan PDI adalah sebagai
berikut:

Tabel 2
Pecahan Partai Orde Baru

Sumber: Diolah dari KPU dan Litbang
Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia:
Ideologi dan Program 2004-2009. Jakarta:
Kompas, 2004.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
yang pecah menjadi dua partai padapemilu
1999, kemudian menjadi duapartai padapemilu
2004, dan kembali pecah menjadi tiga partai
pada pemilu 2009, semuanya tidak pernah
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meraih suara yang signifikan. Padahal PPP
sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi
politik umat Islam, lantastimbul pertanyaan,
kemanalarinyasuaraumat |dam? Pertanyaan
ini dengan mudah dapat dijawab kalau di-
letakkan dalam bingka sstem palitik ordebaru,
adalah (1) Golkar sebagai partai pemerintah
memiliki network sampai ke desa-desa, se-
hinggadengan mudah memohilisas massauntuk
merah suara; (2) umat Idamyang menjadi PNS
memiliki tugas untuk memenangkan Golkar,
dengan caramenggol karkan keluarganyabaik
yang nuclear family maupun yang extended
family; (3) untuk mewadahi umat Islam
dibentuklah mglistaklimdi tingkat desa, sebagal
tempat pengajian ibu dan bapak; dan (4) para
pemudanya dibuatkan wadah yakni Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan
Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
(AMPI), sedangkan untuk lembaga pendidikan
diwadahi dalam Magjlis Dakwah Islamiyah
(MDI).

K eberadaan PPP ditengah sistem politik
Orde Baru ibarat “ada tapi tidak ada—
wujuduhu ka’adamihi”, sehinggakalau selalu
kalah dalam setigp pemilu, memang diciptakan
untuk kalah, dan tidak ada ruang sedikitpun
untuk menang. Tabe di bawahini menjelaskan
perol ehan suara PPP sgjak orde baru sampai
pemilu 2009 kemarin.

Tabel 3
Perolehan Suara PPPTahun 1977-2009

Sumber: Diolahdari Komis PemilihanUmum

Kalau diperhatikan tabel di atas,
perolehan suaraPPPtidak pernah mencapa 30
%, paingtinggi 29,3 %tahun 1977, setelahitu
terusmerosot, bahkan yang paling tragis pada
pemilu 2009, hanyamemperoleh 5,3 %. Per-
olehan suara 1977 ini mendapatkan angka
tertinggi dalam sgarah keberadaan PPP, hd ini
dapat dijelaskan bahwa (1) umat ISam dan €lit
muslim masih ada ghirah berpolitik; (2) ada
harapan dengan difusikan menjadi satu partai,
kekuatan politik Idam menjadi solid; (3) belum
adaperpecahan partai-partal yang difuskan; dan
(4) lambang Ka bah masih menjadi dayatarik
umat. Zainuddin MZ, Rhomalramamisanya,
Ka bah dijadikan landasan mendukung PPP
dan hampir semuajuru kampanye PPP men-
jadikan Ka bah sebagai tema kampanye.
Namun sayang, solidnyakekuatan politik Is-
lamini tidak berumur panjang, setelah beberapa
kepentingan politik masing-masing unsur tidak
terakomodasi dalam PPP. NU sebagai salah
satu unsur dalam PPP dan memiliki massapen-
dukung yang besar, akhirnyakeluar dari PPP
bahkan menggembosi, sehingga suarayang
diperoleh PPP pada pemilu tahun 1987 turun
tajam, hanya mendapat 16 %, padahal pada
pemilu tahun 1982 mendapatkan suara27,8 %,
berarti turun 11 %. ** KeluarnyaNU dari partai
politik ini untuk keduakdinya, pertamasawaktu
keluar dai Masyumi dan berdiri sebagai partai
politik sendiri, dan keduakeluarnyaNU dari
PPP.

Kekalahan politik Islam yang
dipresentasikan oleh PPP, bukan menjadi
pelgjaran bagi elit muslim, bahkan dengan
adanya kebebasan untuk mendirikan partai
politik , it mudimramai-rama mendeklaras-
kan partai 1slam. Pendirian partai 1slam ada
yang mencantumkanideologi Idam, namunada
jugayang tidak mencantumkan, tetapi yang di-
bidik jadi konstituennyaadalah tetap umat Is-
lam. Kehadiran partai-partai |slam, dengan
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klaim partainya sebagai partai yang akan
mengusung perubahan berdasarkan a-Qur’ an
dan a-Sunnah, ternyatatidak dapat memenang-
kan kompetisi merebut suararakyat. Dalam
bentangan sgjarah yang panjang, politik Idam
tidak pernah memperoleh suarayang signifikan
kalau dihubungkan denganjumlah umat Idam
yang cukup besar.

Partai Islam pendatang baru yang
didukung oleh aktivis kampus seperti Partai
Keadilan (PK) pada pemilu 1999 hanya
mendapat suara 1,4 % di bawah PBB dengan
jumlah 1,9 % suara, sehinggakeduapartai ini
tidak luluséelectoral treshold atau parlementary
treshold yang mensyaratkan 2,5 %. Padapemilu
2004 harus merubah namanya, kalau ingin
menjadi peserta pemilu, maka PK berubah
menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan
PBB tetap dengan nama PBB, hanya
singkatannyaberbeda, Partai Bulan Bintang
menjadi Partai Bintang Bulan. Ka au memakai
ukuran electoral treshold, makapartai Islam
yang melenggang ke gedung DPR padatahun
1955 ada 3 partai (Masyumi, NU dan PSI1)
dari 6 partai, tahun 1971 hanya ada 2 partai
(NU dan Parmusi) dari 4 partai, tahun 1977-
1982 hanyaada 1 partai yakni PPP, satu-satu-
nyapartai |slam, tahun 1987-1997 tidak ada
partai Isslam yang ada di DPR, karena PPP
bukan sebagai partai Islam, dengan alasan
azasnyatidak lagi Iam tetapi Pancasila. Se-
dangkan padatahun 1999 yang loloshanyaPPP
sgjadari 17 partai 1slam, tahun 2004 ada 3
partai yakni PPP, PK Sdan PBR dari 5 partai
Islam, pada pemilu 2009 hanya ada 2 partai
yakni PPP dan PKSdari 7 partai |slam yang
ikut pemilu.

Data-data di atas sekali lagi bukan
dijadikan bahan introspeks elit musimyang
terjun ke bidang politik, melainkan justru di-
jadikan pemicu untuk lebih banyak mendirikan
partai politik. Mungkin polaberpikirnya, sapa
tahu dengan bertambahnyaparta politik ISam

akan semakin menambah jumlah suara, tetapi
kenyataannyatidak demikian. Pemilu 19551ah
yang memperoleh jumlah suarayang meng-
gembirakan, wa aupun tidak dapat menembus
angka 50 %, setelah itu tidak pernah dapat
menyamal suarayang diperoleh tahun 1955.
Lebihtragislagi pemilu 2009 ini, hanya PPP
dan PKS yang memenuhi parliamentary
threshold, itupun kalau digabung hanya 13,2
%. Padahal PK Sdiprediks akan memperoleh
suara20 %, minima 12-15 % menurut Hidayat
Nur Wahid, ketuaM PR dan mantan Presiden
PKS.'” Begitu juga perjalanan partai yang
memiliki basis massa Islam, dan sering di-
hubungkan dengan duaorganisas |slamter-
besar di Indonesia, Muhammadiyah dan
Nahdhatul Ulama, yakni Partai Amanat
Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB).® Kehadiran dua partai ini
semuladiprediks menjadi partai besar yang
mewakili kelompok Islam modernis dan
tradisionalis dan akan dapat mewarnai per-
caturan palitik nasond, namunternyataprediks
itu mleset. Kelompok Islam modernis dan
tradisionalis merupakan kelompok Islam
terbesar di Indonesia, sehinggaprediks tersebut
sesungghnyarasiond. Tetapi detaberbicaralain,
justru yang benar adalah prediksi dari hasil
survei Lembaga Survei Indonesia(LSl), yang
diketuai Denny JA. Menurutnya, partai politik
(parpol) yang akan mendapat suaradi atas 12
% hanya partai, yakni Partai Demokrat, Partai
Golkar dan PDI Perjuangan, sebagaimanahas|
pemilu 2009 yang resmi diumumkan olen KPU
padahari Sabtu9 Mei 2009 jam 22.00 WIB,
berikutini:

Tabel 4
Partai LolosParliamentary Threshold
Pemilu 2009
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Sumber: KPU, dimuat dalam Republika, Ahad,
10 Mei 2009, him. 1.

Prediksi LSI, PKS akan menempati
posisi tengah, tetapi suaranyakurang dari 12
%, makaberdasarkan datadi atas, PK Shanya
dapat memperoleh 8.206.955 (7,9 %) suara
dari total suarayang sah 104.099.785, suara
yangtidak sshada17.488.581. Jumlah pemilih
171.265.442 (dalam negeri 169.789.595, luar
negeri 1.475.847), golput 49.699.076,%° se-
hingga pemilu 2009 hanyadiikuti 60 % dari
jumlah pemilih. Pendatang baruyangikut pemilu
dan memperoleh suara yang cukup bagus
adalah partai Gerindradan Hanura, walaupun
jumlah suaranyadibawah PK'S, PAN, PPPdan
PK B, namun berani dan diperhitungkan oleh
partai lain untuk mendampingi menjadi
cawapres. Sementarapartai yang menempati
urutan4—7 tidak dilirik, bahkan adakesan di-
tingga kan. PK S menyodorkan namaHidayat
Nur Wahid untuk mendampingi SBY, PAN me-
nyodorkan Hatta Rajasadan AM Fatwa, se-
dangkan PK B mengusung Muhaimin Iskandar,
namun nama-namaini tidak menjadi nominas.
Lucunya, tokoh nasional sekaiber AmienRais
yang mengusulkan HattaRg asauntuk menjadi
cawapresmendampingi SBY, maah dijadikan
kurir oleh SBY untuk mendekati PDIP, dan
akhirnya menjadi ketua tim sukses SBY.
Sesungguhnyatel ah terjadi “ pelecehan politik

interna partai”, karenaparta yang berkoalis
dan mendapatkan suara yang tidak kecil,
akhirnyahanyamenjadi tim sukses, padahd di-
nominasi kan menjadi cawapres dan didukung
oleh DPW PAN se-Indonesia, kecuali DPW
PAN JawaTimur.

PAN dan PK B yang menyatakan dirinya
sebagal partal inklusif, dengan harapan meraup
Suaradari semualapisan masyarakat, termasuk
Tionghoa, tidak mendapat suara sesuai yang
diinginkan, bahkan jauh dari harapan. Tabe di
bawah ini semakin jelas menggambarkan
peroleh suaradalam setiap pemilu yang diikuti
ddam 3 pemiludi erareformas, add ah sebagai
berikut:

Tabel 5
Perolehan SuaraPAN dan PKB Tahun
1999-2009

Sumber: Diolah dari Komis Pemilihan Umum

PAN ikut pemilu yang pertama pada
tahun 1999 dengan perolehan suara 7,1 %,
semula memprediksi akan mendapat suara
sekitar 25 %, dengan asumsl suaradari warga
Muhammadiyah sekitar 20 juta, lainnyadari
mahasiswa, kalangan profesional, dan
masyarakat pada umumnya. Seorang tokoh
reformas Indonesiadan mantan KetuaUmum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, AmienRais,
belum menjadi daya pikat masyarakat untuk
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menjatuhkan pilihan. Perolehan suara pada
pemilu berikutnya, 2004, justru menurun 1,3
%, menjadi 6,4 %, kemudian menurunlagi pada
pemilu 2009, karena hanyameraup suara6,0
%, kehilangan 1jutasuara. Hal ini agak berbeda
dengan perolehan suara PKB di bawah ke-
pemimpin Abdurrahman Wahid yang mem-
peroleh cukup signifikan dengan jumlah massa
NU, yakni 12,6 %. Padapemilu 2004 menurun
menjadi 10,6 %, kemudian padapemilu 2009,
merosot jauh karenahanyamendapatkan 4,9
suara. MenurunnyasuaraPAN dari pemiluke
pemilu bisajadi dikarenakan (1) adaketakutan
di masyarakat abangan untuk memilih PAN,
karena ada anggapan partai ini akan
menerapkan syareat |dam secaraketat; (2) ter-
ladumengandakan suaradari wargaM uhamma:
diyah, karenasering menggunakan pendekatan
sruktura lewat birokras Muhammeadiyah dari
Pusat sampal keRanting, mengingatAmienRais
tokoh Muhammadiyah; (3) tidak adabudaya
feodalistik dalam tubuh Muhammadiyah, se-
hinggamode intruks dari pusat ke bawahtidak
dijumpai; (4) warga Muhammadiyah sudah
cerdas dalam politik, dan telah lama me-
nergpkan“ politik menyebar” keberbaga parta
politik; dan (5) azas pancasilayang dijadikan
azas partai tidak memiliki daya tarik dari
pemilih, karenasudah dianggap PAN menjadi
partai sekuler. Sedangkan menurunnya pe-
rolehan suaraPK B dari pemilu ke pemilu dapat
dijelaskan, (1) konflik internal PKB yang
berlarut-larut, karenabegitu kuatnyaposis Gus
Dur, sehingga dengan mudah dan tanpa
prosedur partai memecat pimpinan PKB;? (2)
suarawargaNU tidak menyatu, karenakyai-
kyai NU yang terjun ke politik menyebar ke
berbagai partai politik, misalnyadi PPP dan
Golkar, parakyai ini memobilisas massaNU
untuk memilih partainya; (3) kalanganterpegar
NU telah membukamatadan hati dalam bidang
politik, sehingga kelompok ini tidak dapat
diarahkan ke salah satu partai politik sgja.

Fragmentasi Politik Islam

Fragmentasi gerakan Islam dalam
beberapa bidang berimbas dalam kehidupan
politik, sehinggaterjadi fragmentasi politik.
Menurut analisis Dhuroruddin Mashad,
fragments palitik terjadi setideknyadipengaruhi
oleh tigafaktor utama, yakni (1) perbedaan
interpretasi nilai; (2) persaingan kepentingan;
dan (3) kedenderungan dari pemaknaan ke-
pentingan umum.?! Lahir dan berkembangnya
gerakan politik Idamdi dunialdam, misanya
Hizbullah di L ebanon,?? Hamas dan Fatah di
Palesting,2? FISdi Al-Jazair,? PAS di Malay-
sia,® Islamic Action Front di Yordania, Moro
Islamic Liberation Front (MILF) di Mindanau
Philipina?® dan beberapagerakan politik Idam
lainnya, |ebih disebabkan adanyakepentingan
politik yang berbeda dikalangan umat Islam.
Ddam setiap pemilunyapartai-partai ini tidak
pernah memperoleh suara yang cukup sig-
nifikan, kalaupun toh menang sering me-
nimbulkan konflik baru dengan partai Islam
lainnnya. Semuapartal Idamdi dunialdamitu
mengambil bentuk gerakan yang fundamental
dan radikal, karena masih ada yang me-
nginginkan terbentuknya Negara Islam.
Menurut Bassam Tibi, mengutip pendapatnya
Mark Juergensmeyer dalam bukunya® The New
Cold War? Religious Rationalism Confronts
the Secular state”” bahwatatanan duniabaru
yang menggantikan kekuatan-kekuatan bipo-
lar Perang Dinginmasaldutidak hanyadicirikan
munculnyakekuatan ekonomi baru, hancurnya
negara-negarakuno, dan melemahnyakomunis-
me, tetapi jugaditandai bangkitnyaidentitas
parokial yang didasarkan padaetnis dan ke-
setiaan agama.?’

Indonesia sebagai salah satu negara
muslim yang memiliki jumlah umat Islam
terbesar di dunia, partai-partai 1slamnya
mengaami hal yang serupadengan negarals-
lam di duniaini. Sebagai manadipaparkan di
atas, sgjak pemilu pertamatahun 1955 sampai
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yang terakhir tahun 2009, partai ISlam selalu
kalah. Tetapi sekali lagi sgjarah kekaahanini
tidak dijadikan introspeksi untuk tidak
mengalami kekalahan kembali, sebaliknya
ramai-ramai untuk mendirikan partai baru.
Peristiwa 21 Me 1998 dengan lengsernya
Soeharto yang digantikan olehBJHabibie, kran
kebebasan terbuka luas, elit muslim dan
bergerak dalam bidang politik padamendirikan
partai Idam. Kehadiran partai |dam mendapat
tanggapan, sehingga menimbulkan pro dan
kontra. Kuntowijoyo, budayawan yangjernih
dan tgjam pemikirannya, tidak setujuumat Is-
lam ikut ramai-rama mendirikan partai politik
Islam. Ada enam alasan yang dapat
dikemukakan, yakni (1) terhentinyamobilitaas
sosd; (2) disintegras umat; (3) umat menjadi
miopis; (4) pemiskinan; (5) runtuhnya
proliferas; dan (6) dienas generas muda.® Pe-
mikiranini didasarkan bahwapendirian partai
politik tidak didasarkan padastruktur budaya
dan struktrur sosial sekaligus, karena pada
umumnya partai baru hanya terlibat dalam
struktur budayadan struktur teknik, atau stuktur
sosia dan struktur teknik. Adapartai hanya
berdasarkan struktur teknik sgja. Hanyapartai
agamayang memiliki struktur budaya, sosd dan
teknik,® ketigastruktur digambarkan seperti
berikutini:

AzyumardAzrajugatermasuk yang tidak
setuju elit Issam mendirikan partai 1slam,
dasannyaaddah pendirian partal Idamituhanya

keinginandit palitik mudim untuk mendapatkan
kekuasaan, daripada panggilan agama.®
Pernyataanini memang terbukti dalam tataran
empiris, berdirinya partai 1slam karena ke-
tokohan dlit politik sebagai kendaraan untuk
meraih kekuasaan. Misalnyapendirian Partai
Amanat Nasiond (PAN) tidak lepasdari sosok
AmienRais, Partal Kebangkitan Bangsa(PKB)
dengan Abdurrahman Wahid, Partai Bulan
Bintang (PBB) melekat dengan Yusril 1hza
Mahendra. Ternyatatidak hanyapartai Ilam
sgjayang dijadikan kendaraan bagi pendirinya,
pendirian partal lainnyajugasebagal kendaraan
politik pendirinya untuk meraih kekuasaan,
sebut sgjaPartal Demokrat (PD) yang menyatu
dengan Susilo Bambang Yudoyono bahkan
namakK etuaUmum PD tenggelam, hd ini juga
dialami oleh Partai Gerindra, publik lebih
mengenal Prabowo Subianto dibanding ketua
partainya.

Adajugaalasan lain tidak setuju men-
dirikan partai Idam, yakni ketakutan partal |s-
lam itu memiliki agenda politik mendirikan
negaraldam,! yang pernah gagd beberapakdi
diperjuangkan. Padahal indikasi mendirikan
negaralslamitu telah muncul ke permukaan
dengan keinginan untuk menghidupkan kembdli
Piagam Jakarta, yang disampaikan oleh PPP,
terlepas apakah sungguh-sungguh atau hanya
menarik Smpati massaldam fundamentdis.

Selain adayang tidak setuju mendirikan
partal politik Idam, adajugayang setuju bahkan
kelompok ini yang mayoritas, karena setiap
deklaras parta seldudihadiri olehumat Idam.
Bahkan Nurcholish Madjid yang pernah me-
lontarkan dogan“IdamYes, Partai Idam No!”
memberikan dukungan untuk mendirikan partai
Islam. Menurutnya, politik adalah bentuk
ekspres yang paing tepat, terutamapascaOrde
Baru.2 Olehkarenaitu it mudimramai-ramai
mendirikan partai 1dam sebagaimanatelah di-
jelaskan di atas. Pendirian partai politik ISam
padaerareformasi dapat dipetakan dalam 3
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tipe partai, yakni (1) partai orde lama yang
muncul kembdi dengan namayang mirip sama;
(2) partai ordebaruyang muncul dengan nama
yang mirip sama; dan (3) partal yang betul-betul
baru, seperti dalam tabel-tabel berikutini:

Tabe 7
Partai Palitik Idam OrdeLamaMuncul
Kembdi

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan
Umum. Tim Kompas, Partai-Partai Politik
Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009.
Jakarta: Kompas, 2004. Geoff Forrester (ed.),
Post Soeharto Indonesia? Renewal or
Chaos. Singapore: Institut of Soutteast Asian
Studies, 1999, him.185.

Romantissmekegayaanmasaldumasih
sangat kuat di hati €lit dan umat |dam, dengan
dasar berpikir bahwapartai-partai 1samyang
pernah memperoleh suarapada pemilu 1955
dianggap sebagai prestas, sehinggaha serupa
akan dapat terjadi padapemilu ordereformas.
L ahirlah nama-namapartai yang mirip bahkan
samadenganyang ldu, danitudijadikan sebaga
dayatarik untuk menarik massa. Merekalupa
bahwake ayaan masalaluitu merupakan ke-
ka ahan palitik, karenapolitik Idamtetgp kaah
dibanding politik sekuler. Nama Masyumi,
Syarekat Idam, NU tidak laku dijud di erayang
telah berubah, perolehan suarayang dahulu
tidak akan pernah samadengan perolehan masa
kini. Munculanyaparta politik Idamyang baru,

baik yang menjadi pesertapemilumaupunyang
tidak dapat ikut pemilu, karenatidak lolos
administras, hanyaakan membuat “ kekalahan
baru”’, sehingga partai 1slam akan semakin
terperosok. NU yang memiliki warga sangat
besar tidak akan dapat memenangkan pemilu,
sewaktu masih solid dalam satu partai sgakaah
dengan partai lain, apalagi setelah terjadi
fragmentasi politik dengan berdirinyapartai
politik baru didirikan oleh it NU. Adaenam
partai di lingkungan NU yang semuanyameng-
andalkan suara dari warga NU, melalui
PengurusBesar NU dan Kyai-kyai pesantren.
Memang menurut teori teori struktur yang
dikemukakan Kuntowijoyo, NU kalau men-
diriken partal politik memenuhi struktur budaya,
struktur sosa dan struktur teknik, namun teori
ini tidak ada hubungannya dengan kesatuan
orientasi politik umat. Berdasarkan Survei
Kompas (Maret 2009), terjadi penyebaran
suarawarga NU ke beberapa partai politik,
yakni (1) 29,8 % ke Parta Demokrat—PD—
; (2) 19,4 % ke Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan —PDIP--; (3) 16,3 % ke Partai
Golongan Karya—Golkar—; (4) 7,1 % ke
Parta Demokras Pembaharuan—PDP—; (5)
6,8 % ke Partai Keadilan Sgjahtera—PK S--;
(6) 5,9 % ke Partai Kebangkitan Bangsa—
PKB-- ; dan (7) 1,3 % ke Partai Kebangkitan
Nasional Ummat—PKNU. *¥ Hasil survel ini
dilakukan sebelum pernyataan Gus Dur melaui
Yenni Wahid, PKB Pro Gusdur yang menggjak
konstituennyamenyal urkan aspiras politiknya
ke Partai Gerindra, sehinggasuarawargaNU
yang ke Gerindrabelum masuk dalam survel
Kompastersebut. PKB pimpinan Muhaimin
pada pemilu 2009 mendapatkan suara4,9 %
lebihrendah 1% dari hasil survei Kompas, ke-
mungkinan hal ini terjadi karena peng-
gembosan yang dilakukan oleh Gus Dur dan
anaknya, sehinggasuaraPK B tidak sampai 5
%.

Fragmentasi politik |slam jugaterjadi
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pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
dikarenakonflik internal partai yang akhir-nya
melahirkan partai baru, misalnya PPP
Reformasi, Partai Persatuan, Partal Bintang
Reformasi, seperti dalamtabd ini
Tabel 8
Partai Politik Idam Orde Baru Muncul
Kembdi

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan
Umum.

Dari keempat partai pecahan dari PPP
yang dapat mengikuti pemilu adalah PPP dan
PBR, ssementaraPPP Reformas dan Partai Per-
satuan harus mengubur dalam-dalam untuk
mendapatkan simpati dan suaraumat 1slam,
karenakeduapartai ini tidak dapat mengikuti
pemilu. Padapemilu 2004 dan 2009, PBR dan
PPP dapat mengikuti pemilu, dan mendapatkan
suara walaupun tetap sgja kalah dibanding
dengan partai lain. Pada pemilu 2004, PBR
mendapatkan suara 2,4 % dan PPP mendapat-
kan 8,2 % suara, sedangkan padapemilu 2009,
PBR sekitar 2 % suara, PPP memperoleh 5,3
% suara. Dataini menunjukkan peroleh suara
politik Idam padapemilu 2009 tidak lebih baik
dibanding 2004.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
sebagal partai pendatang baru di erareformas
cukup memperoleh smpati umat Idam, karena
partai ini selain berazaskan Islam juga
menampilkan perilaku Idami oleh kongtituten-
nya. Memang padapemilu 1999, yang masih
bernama Partai Keadilan (PK) hanya men-
dapatkan 1,4 % suarasehinggatidak loloselec-
toral threshold, namun setelah berganti nama
menjadi Partal K eadilan Sejahterapadapemilu

2004 meraup 7,3 %, mengalami kenaikanyang
cukup signifikan. Pada pemilu 2009, PKS
memperoleh 7,9 % suara, adakenaikan 0,6 %,
jauh dari target yakni 20 %. Dengan ber-
tambahnyaPK Smenjadi partai 1dam semakin
banyak jumlah partal politik 1slam, sehingga
semakinfragmentatif.

Deliar Noer menginginkan adanya
kesatuan partai, makadidirikan Partai Umat
Idam (PUI). Spiritnyaseperti Masyumi, yakni
sebagal satu-satunyapartai untuk menyaurkan
aspirad palitik Idam, namunyangterjadi maah
sebaliknya, partai 1dam bukan bersatu, malah
bercerai berai. Selainitu, PUI dalam pemilu
1999 hanyamendapat kepercayaan umat yang
memilihnya0,3 %, berarti tidak loloselektoral
threshold. PUI tahu diri kekuatanyang dimiliki,
sehingga pemilu berikutnya tidak merubah
namanyauntuk dapat |olosadminigtras sehingga
dapat mengikuti pemilu. Waaupun akan diganti
nama apapun tetap tidak akan mendapatkan
simpati umat, karena umat jugatelah jenuh
begitu banyaknyapartai Idam.

Dari Ideologis ke Pragmatis

Islam ideologis®** dalam sejarah
perpolitikan di Indonesiatidak pernah menang,
walaupun jenisldam ideol ogistelah memain-
kan peran dominan bersamaTentaraNas onal
Indonesia(TNI) menumpas gerakan komunis-
me yang dikenal dengan nama G.30 S/PKI
tahun 1965. Saat gencar-gencarnya me-
nyukseskan program Keluarga Berencana
(KB), Idamideol ogisdijadikan ujung tombak
untuk mendakwahkan kepadamasyarakat akan
pentingnyaprogram tersebut. Mubaligh, kyai
danulamadaam setigp ceramahnyasddume-
ngambil tema tentang pentingnya Keluarga
Berencana, dengan penekanan duaanak sgja
cukup, lelaki atau perempuan samasgja. Umat
Idamitudidekati oleh pemerintah kaau sedang
dibutuhkan, setel ahtidak dibutuhkan yabuang
begitu sgja, tidak diperhatikan bahkan selalu
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dipinggirkan.

Dikatakan umat Islam tidak pernah
menang dalam memperjuangkan Islam
ideologis, karena usaha untuk memasukkan
tujuh kataPiagam Jakartake dalam konstitus
negara menemui jalan buntu dan akhirnya
ditolak. Usshameaui partai politik Masyumi,
jugamengdami keka ahan dadam pemilu 1955,
dan akhirnyapartal ini dibubarkan meaui dekrit
Presiden 1959. Lebih-lebih pada era Orde
Baru, Islam ideologis tidak berkutik sama
sekali, maka ada keputusasaan umat Islam
untuk mengembangkan Idamdi Indonesame-
l[alui jalur struktural, diambillahjaah kultural
melalui dakwah amar makruf nahi munkar dan
pemberdayaan masyarakat. KembalinyaNU
kekhittah 1926 sebagai jam’iyyah diniyyah,
salah satu sebabnya adal ah ketidakberhasilan
mengambil jalur sturktural atau jalur politik
praktis.

Sesungguhnya ada secercah harapan
akan kemenangan Idamideol ogispada Sidang
Umum M PR 2000 sewaktu proses pemilihan
presiden dan wakil presiden. Gemashal awat
dan takbir membahanadi ruang sdang, tatkala
KetuaMPTR, Amien Rais, mengetukkan palu
terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi
Presiden Republik Indonesia ke-4. Sgjarah
baru terukir, seorang santri dapat menjadi
presiden, ini memecah kebekuan politik yang
selamaini selalu dimenangkan oleh peserta
pemiluyang mendapat suaraterbanyak. Sdama
Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar,
sehingga yang menjadi presiden selalu dari
Golkar, yakni Soeharto. Logikaini rupanya
tidak lagi berlaku padaerareformasi, karena
pada pemilu 1999, PDIP menjadi pemenang
pemilu, sehinggalogikapolitik mestinyaPDIP
yang menjadi presiden, yakni Megawati. Amien
Rasmenggagaskekuatan dterndif, yakni Poros
Tengah, yang didukung oleh partai-partai Is-
lam, partai berbasis massalslam, dan partai
yang menghendaki ada perubahan mendasar

dalama tata politik dan tata kehidupan
masyarakat masadepan, makadigukancalon
aternatif, yakni Abdurrahman Wahid alias Gus
Dur. Tampilnya Gus Dur merupakan ke-
menangan Islamideologis, tetapi sayangnya
tidak dibarengi dengan kinerja dan prestas
kerja yang dapat membawa rakyat kepada
kemajuan, pertumbuhan ekonomi yang sehat,
stabilitas politik yang memadai, dan me-
ningkatnya kesgjahteran dan kemakmuran
rakyat. Pada periode kepemimpinan santri ini
yang dikembangkan oleh politik suudzon,
berprasangkayang tidak baik kepada sebagian
anggotarakyat. Karakter kepemimpinan Kyai
di kalangan NU atau yang menempatkandirinya
sebagal Kyal itu otoriter, kebenaran hanyaada
padadirinya, danini kultur di pesantren, bahwa
Kya dapat menentukan segd anya, dan gpayang
dikatakan kyai itu suatu kebenaran. Begitujuga
yang terjadi padadiri GusDur, wa aupun beliau
seorang pluralis, demokratisdan selalu mem-
perjuangkan nasib yang tertindas, pada saat
berkuasa kultur pesantren yang telah mem-
bentuk kepribadiannyaakan muncul kembadli,
lebih-lebih pada suasana yang mendorong
karakter itu muncul ke permukaan. Dengan
tidak hormat Gus Dur harus diturunkan dari
kurs presiden oleh Sidang IstimewaMPR, dan
digantikan oleh Megawati selaku wakil
presiden.

Secara idealis pemilu 2004 akan
dijadikan gang tampilnya Islam ideologis
dengan menampilkan palitik santri untuk menjadi
presiden atau wakil presiden, muncul nama
AmienRais, Hamzah Haz, Hasyim Muzadi, dan
ShalahuddinWahid. Empat santri ini, tigadari
kalangan Islam tradisionalis dan orang yang
berpengaruh di Nahdhatul Ulama, bahkan
Hasyim Muzadi sebagal ketuaPB NU, dan satu
dari kalangan Islam modernis, mantan ketua
umum Pimpinan Pusat Muhammediyah. Namun
ternyata tidak ada satupun yang lolos pada
putaran pertamapemilihanapresiden, karena
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hanya memunculkan dua calon, yakni
Megawati-Hasyim M uzadi dan Susilo Bambang
Yudhoyono-Yusuf Kadla, dan dimenangkanoleh
pasangan SBY-Kalla. Hal ini menandakan
fragmentasi umat kembali terjadi, karena
keempat santri tersebut secarapolitisterpisah,
padahal sama-samamerebut suaradari umat
[dam.

Rupanayaberpijak dari sgjarah, Islam
ideologisatau Ilam politik selalu sgjakalah,
maka pada pemilu 2009 tidak ada satupun
calon dari kelompok santri politik, dan tidak
adawakil dari Idamideol ogisyang tampil men-
jadi capres-cawapres. Pasangan Megawati-
Prabowo Subianto, Susilo Bambang
Yudhoyono - Boediono, dan pasangan Yusuf
Kalla - Wiranto, merupakan simbol Islam
abangan. Dikatakan simbol |slam abangan,
karena ketiganya tidak memiliki basis
pemahaman agamaldam yang memadal, bah-
kan dilihat dari riwayat pendidikan tidak ada
satupun yang berasal dari lembagapendidikan
Islam, apalagi dari pesantren. Memang
pasangan JX-Wiranto meldui penampilanistri-
nyakelihatan lebih |damisdibanding pasang-
an yang lain, karena mengenakan busana
mudimah. Dilihat dari sgarah ke uarganya, Jusuf
Kalla berasal dari kalangan NU karena
bapaknya pendiri NU di Sulawes Selatan,
Ibunyaadalah aktifis* Aisyiyah, danistrinya
sendiri, Mufidah Yusuf Kalla dari keluarga
Muhammediyah, sehinggaadakepentingan dan
andigspalitik, kalau K lebih mudah mendapat
dukungan dari NU dan Muhammadiyah.®
Muncul pertanyaan, apakontribus Jusuf Kala
kepada NU? dan apakontribusi Mufidah JK
kepada Muhammadiyah? Memunculkan
sgjarah keluarga Jusuf Kallahanyasalah satu
strategi untuk meraih suara dari NU dan
Muhammadiyah, dan strategi ini sah-sah sgja,
bahkan Boediono yang mendampingi SBY juga
dikembangkan isu sebagal seorang muslim
sgjati yang pernah menjadi santri salah seorang

Kya Tharigahdi JawvaTimur. Setigp pemiluumeat
Islam bak bidadari yang ingin didekati dan
dimiliki oleh semuapasangan capres-cawvapres,
sehinggasemuapasangan merapatkan diri ke
umeat Idam.

K ekalahan demi kekal ahan membawa
perubahan berpikir dit politik, yakni berpikir
secara pragmatis sebagaimana yang di-
pertontonkan oleh partai 1slam atau berbasis
massaldamyang loloske gedung DPR ddlam
pemilu 2009. PKS, PAN, PPP, dan PKB yang
kalau dijumlahkan suarayang didapat ada24,1
% melebihi suarayang diperoleh oleh Partai
Demokrat (20,85%), Partai Golkar (14,45 %),
dan PDIP (14,03 %). Apalagi kalau di-
bandingkan dengan perolehan suaradari Partai
Gerindra (4,46 %), dan Partai Hanura (3,77
%), gabungan empat partai tersebut jauh lebih
besar. Namun mengapajustru keempat partai
tersebut menjadi pendukung Partal Demokrat?
Ini suatu pertanyaan besar yang harusdicarikan
jawabannya Dengan menggunakanfilsafatilmu
dapat dijelaskan, bahwa pertama, secara
ontologisumat |slam telah terfragmentasi ke
beberapapartai politik, sehinggaka au empat
partai tersebut mengajukan sendiri capresdan
cawaprestidak akan menang, karenaumat Is-
lam telah merasakan kebijakan dan program-
programdari pasangan presiden SBY dan Yusuf
Kalla. Suara umat Islam mayoritas akan
diberikan kepada SBY-Boediono dan ke JK -
Wiranto, sementara yang ke Mega-Pro di-
perkirakan sedikit, karena pasangan yang
terakhir ini tidak memiliki konstribus kepada
umat |dam bahkan sering merugikan umat Is-
lam. Kedua, secara epistemol ogis, keempat
partal 1damtersebut tidak memiliki danayang
cukup besar untuk promosi atau mem-bayar
iklan di media elektronik, cetak dan media
lainnya, sebagai metode untuk memenngkan
pemilu. Dana pasangan capres-cawapres
cukup besar, ketiga pasangan yang maju ke
pil pres 2009 menyediakan danakampanye di
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atas 20 M, kecuali JK-Wiranto hanya 15 M
lebih sedikit. Banyak metodeuntuk merah suara
dari masyarakat, yakni: (1) pencitraan diri,
dengan menonjolkan keberhasilan selama
menjadi pimpinan, baik pemimpin rumah
tangga, pemimpin profes maupun pemimpin
bangsa. Klaim keberhasilan menjadi pemimpin
sebagai agendakampanye.® Ini menjadi ke-
lebihan dari capres SBY dan JK, karena
keduanya masih memegang kekuasaan, se-
hingga apa yang telah dilakukan untuk
mensejahterakan rakyat diklaim sebagai
prestas pribadinya. Selainitu pencitraan diri
sebagal seorang mudim-mudimahyang baik,
hal ini sebagai dikedepankan agar umat Ilam
percaya, bahwa pasanganyang maju kepilpres
ituseorang mudmyang bak, dantidak memikiki
track record yang jel ek terhadap umat Islam.
Dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan
syareat |[dam dengan baik, sholat limawaktu,
puasa sunnah dan pakaian sebagai simbol
kemudliman dan kemusdlimahan slalu melekat
daamdirinya. Gemar mendatangi mglistaklim,
rajin sowan kyai-kyai pesantren, dan ulama-
ulama. Adapun yang ke (2) adalah program
kerja, terutama program yang langsung di-
rasakan manfaatnya oleh rakyat. Program
ekonomi kerakyatan, penyediaan lapangan
kerjayang luas, sekolah dan kesehatan gratis
menjadi jargon kampanye.
Cabangfilsafatilmuyang ketiga adaalah
aksologisatau nilai-nilai yang menjadi tujuan.
Dalam politik itu yang akan dicapai adalah
kekuasaan, maka tujuan keempat partai itu
tidak lain adal ah memperol eh kekuasaan, mini-
mal wakil dari partainya ada yang menjadi
menteri, sehinggakepentingannyananti mudah
untuk direglisr melaui menteri tersebut. Kaau
adarumor, sebagaimanate ahdisnggungdi aas,
PKSakanmemintajatah kurs, dilihat dari ilmu
politik bukan ha yang aneh. Justru menjadi aneh
kalau memberikan dukungan, tetapi tidak
memintaimbal an apa-apa. Dengan demikian

jangan mengharap adaidealisme politik dari
parta-partal 1dam, yang adaaddah kepentingan
untuk mendapatkan kekuasaan. Inilah yang
sering dilontarkan oleh politis, bahwadalam
politik “tidak adalawan abadi dan tidak ada
kawan sgati”, yang adaada ah kepentingan (in-
terest). Hal ini dapat untuk memahami sewaktu
PK'S(Zulkiflihamzah) dan MarisaHaque (dari
PDIP) mgumenjadi pasangan daam pemilihan
gubernur Banten. Secaralogikadan ideol ogi
politik duaorangini tidak dapat ketemu, tetapi
karena ada kepentingan bersama akhirnya
dapat ketemu juga. Padahal di parlemen PDIP
yang getol menolak RUU APP, sementaraPKS
getol memperjuangan untuk dapat disahkan
menjadi undang-undang. Menarik lagi, Marisa
Haque setelah dikeluarkan dari PDIP, tidak
bergabung dengan PK S, melainkan dengan
PPP.

Faktor ideologi politik sekarangini sudah
mulai bergeser menjadi ideologi kepentingan,
daninilah politik yang berpikir jangkapendek.
Membicarakan koalisi yang berpijak dari ke-
samaan ideologi sudahtidak relevanlagi. Me-
nurut Azyumardi Azra, faktor yang menentukan
adal ah kepentingan-kepentingan politik untuk
menggapai dan mendapatkan pors dalam ke-
kuasaan, yang masihterusdalam konstestasi.
Perbedaan-perbedaan ideol ogis atau tepatnya
ideologi politik yang merupakan raison de’atre
masing-masing partal, terlihat terkesampingkan,
menjadi tidak relevan.®” Pergeseranideologis
ke pragmatis rupanya menjadi keharusan
sgjarah di erapolitik kontemporer ini, karena
kalau tetap mempertahankan ideologi agama
akan ditinggalkan oleh pemilih dan sudahtidak
relevanlagi. Pergeseranini memberikan dampak
kepadarakyat yang setiap tahun memberikan
hak untuk mengikuti pemilu, yakni jugaberpikir
pragmatis. Dalam pemilu 2009, uang menjadi
sd ah satu faktor untuk menentukan pilihannya,
selagi amplop yang beris uang yang lebih besar,
itulah yang dipilih.®® Rupanya polaberpikir
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pragmatisini akan terus muncul dalam setiap
pemilu, pilgub, dan pilkada. Banyak yang me-
nyatakan pemilu sekarang ini (2009) seperti
pemilihan kepa adesayang jugamenggunakan
uang untuk mencari pemilih, dan pemilihpun
akan memberikan dukungan kepadacaonyang
is amplopnyalebih besar.

Format Partai Islam Masa Depan

Basis sosiologis suatu partai adalah
ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada
usaha-usahauntuk memperoleh kekuasaan.®
Tanpakeduademenini sangat sulit suatu parta
akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Idam sebagai ideologi partai yang formalistik
sudah mulai ditinggalkan umat. Pertarungan
Islam substansialistik dan Islam formalistik
sudahtidak relevanlagi, makakalau adapartai
yang masih mengandalkan Islam sebagai
ideologi politik harus adarekonstruksi ulang
pemaknaan |dam. Kesan |d amyang dipahami
sebagal agamayang mengajarkan kekerasan,
menakutkan, dan kumuh, Iam harus menjadi
dasar negarasecaraformalis, harusditinggal -
kan, gpdagi keinginan untuk mendirikan negara
Islam. Ideologi Islam didasarkan pada
pandangan tentang |lam sebagal agamayang
bersifat universal.® Universditasini harusdi-
jadikan pijakan untuk menebarkan keselamat-
an, kerahmatan dan kedamaian ke semua
manusi a, sehinggasemuamanusiamerasakan
kesg ukan, keharmonisan dan kedamaiandadam
berid am dan hidup berdampingan dengan umat
Islam. Pemahaman yang semacam ini harus
dijabarkan dalam bentuk aks nyatayang terukur
dalam program parta. Partai-partal yang semula
bersikukuh dengan Islam formalis yang
eksklusif, harus melakukan perubahan dan
mengganti menjadi inklusif, sehingamenjadi
partal terbuka. Dalam Rapat K erjaNasional
PKS di Bali berkembang keinginan dari
kadernya, bahwaPK Slebihbaik menjadi partai
terbuka, yakni menerimacalon legidatif dari

non-muslim. Keinginan sebagian kader ini,
menurut Tifatul Sembiring sebagai presiden
partai, adal ah sesuatu yang wajar, mengingat
untuk daerah bagian timur mayoritas adalah
non-mudim.*t Namun akhirnyatetap diputus-
kan bahwaPK Sbukan partal inklusf, melainkan
partal kader, partai dakwah yang berasaskan
Islam.*?%2 Begitu juga PPP, melalui Ketua
Umumnya, SuryadharmaAli, bebergpakdi me-
nyatakan PPP sebagal partal terbuka, sehingga
kongtituennyatidak hanyaumat Idam sga, me-
lainkan jugaumat agamanon-Idam, termasuk
Cina

Apakah kalau menjadi partai terbuka,
lantas partai-partai 1lam akan menang dalam
pemilu atau dgpat menaikkan jumlah suarayang
signifikan? Rupanyatidak juga, karenaber-
dasarkan pengalaman sgjarah PAN dan PKB
sebagai partai terbuka dan berideologi
Pancasi|a, dengan hargpan memperoleh suara
yang besar, dan keduanya sama-samamemiki
struktur budayadan struktur sosial yang kuat,
yakni Muhammadiyah dan NU, tidak pernah
memang dalam pemilu, bahkan dari pemiluke
pemilu perolehan suaraterusmerosot (lihat tabel
6). Apakah kalau menjadi partai eksklusif
dengan mencantumkan |dam sebagai ideol ogi
partai, lantasjugaakan menang dalam pemilu
atau mendgpatkanjumlah suarayang Sgnifikan?
Jawabannya, tidak juga. PPP, PKS, PBB, PBR
dan PM B misalnyaperolehan suaranyajuga
merosot, bahkan PBB, PBR dan PMB tidak
lolos parlementary threshold, sehinggatidak
memiliki wakilnyadi parlemen. Tidak men-
cantumkan Idam sebagai ideologi partai, kalah
dalam pemilu, mencantumkan |lam sebagai
ideologi partai jugakalah, bahkan cenderung
tidak dilirik olehumat Idam.

Berdasarkan pengdaman sgarah di atas,
kemudian muncul pertanyaan, bagaimanafor-
mat partai poltik I1dam padamasadepan?Ada
beberapapemikiran yang perlu dipertimbang-
kan; pertama, umat Islam yang jumlahnya
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besar ini wajib memiliki wadah politik untuk
menyalurkan aspiras dan orientas politiknya,
harusdiyakini bahwamas h banyak umat Idam
yang memandang berpolitik itu bagian dari
ibadah, dan mereka hanyamau menyal urkan
ke partai politik I1slam. Kedua, harus ada
kesadaran kol ektif umat |dam bahwadakwah
yang efektif itumeaui jaur struktur atau politik,
dengantidak meninggakanjdur kulturd. Kalau
umat |[dam te ahmemegang kuna atau memiliki
kekuasaan, maka dengan mudah untuk me-
lakukan dakwah amar makruf nahi munkar
melaui undang-undang resmi negara, peraturan
pemerintah, peraturan daerah (perda) dan
bentuk peraturanlainnyayang bersifat mengikat
masyarakat. Ketiga, harusadaperubahan ndar
kolektif umat Idam, yang semuamemandang
politik itu urusan duniawi menjadi urusan
ukhrawi juga, makamenjatuhkan pilihandaam
setigp pemilu itu wilayah ibadah; Keempat,
bentuk partai politik Iam harustetap terbuka,
karenaldamitu rahmatan lil’alamien, hanya
sgja harus dapat menawarkan program-pro-
gramyang langsung dinikmati oleh masyarakat.
Kelima, partai politik Islam harus men-
cantumkan ideologinya Islam, dengan
penampilan dan pemaknaan yang baru.
Keenam, pemimpin partai harus memenuhi
kriteriasebaga pemimpinldam, yakni kriteria
internal, sidig, amanah, tabligh dan fathonah,
dalam bahasahadis, seorang pemimpinitu harus
dhabid (cerdas) dan ghairu syadz (tidak cacat
mord), memiliki leadership yang kuat dan skill
mang erial yang memadai. Sedangkan kriteria
eksternal adalah dapat diterima oleh semua
pihak, disenangani oleh umat |dam dan disegani
olehumat non-Idam. Tawaranini sangat ided,
sehingga sulit juga terwujud dalam tataran
empiris, tetapi Sgpatahu adaperubahan berpikir
umat Islam untuk mewujudkan cita-citaideal
yang terdapat dalam al-Qur’ an dan a-Hadis
di kehidupannyata.

Penutup

Adabeberapakatakunci yang digjarkan
oleh Idam, yakni tidak boleh putusasa, selau
berikhtiar ssmaksma mungkin, berpikir rasiond
danfuturistik, menjagaukhuwah Idamiyah dan
tidak boleh bercerai berai artinyaumat Islam
itu harusbersatu padu, menegakkan kebenaran
dan keedilan, dan dakwah amar makruf makruf
nahi munkar. Politik sebagal salah satumedia
mewujudkan cita-citaldam membangun per-
adaban yang anggun dan berkarakter. Sigpapun
yang terjun keduniapolitik harus melengkapi
dirinyadengan seperangkat nilai-nilai luhur Is-
lam, sehingga perubahan-perubahan yang di-
ciptakan selaras dengan a-Qur’an dan al-
Sunnah a-Magbulah.

Politik harusdilihat bukan sebagal media
yang hanya untuk meraih kekuasaan dalam
jangka pendek, tetapi untuk membumikan
Idam dalam jangkapanjang. Kekaahan dalam
berpoalitik bukan lantasmeleburkan dirinyake
dalam partai yang menang, sehingga me-
nanggalkan idealisme atau tujuan partai.
K ekalahan harus dianggap sebagai titik pijak
untuk menang di masayang akan datang, tetapi
kadang mentalitaskalahitu yang tidak dimiliki
oleh pemimpin partai politik, sehingga
ditempuhlah jaan berpikir pragmatis.

Pragmatismedalam berpalitik itu mem-
bunuh jati diri sebuah partai Islam, apalagi
sampa “melacurkan partai” hanya karena
imbalan kurs menteri atau DutaBesar. Partai
Idam harusmemiliki jati diri yang kokoh, dan
semangat yang tinggi untuk bekerjasamaantar
partal Idam, sehinggamemiliki dayatawar yang
tinggi dihadapan partai-partai sekuler, tidak
seperti yang terjadi sekarang ini. Partai-partal
Islam yang mendapatkan tiket masuk ke
parlemen hanyadijadikan mesin politik untuk
mendulang suarabagi partai sekuler.
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